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BUPATI BULELENG
PROVINS! BALI |
PERATURAN BUPAT! BULELENG
NOMOR 81 TAHUN 2017

TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT! BULELENG,

bahwa untuk melaksanakan kctentuan pasal 516 Pcraturan
Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Ketentuan mengenai Struktur pejabat pengelolasn barang milik
daecrah dan formal pengelolaan barang milik daerah , perlu
menetapkan Peraturan Bupati Buleleng Tentang Tala Cara
Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

. Undang-Undang Nomor 6% Tahun 1458 teniang Pembentukan

Dacrah-Dacrah Tingkat Il dalam wiluysah Ducrah-dacrah Tingkat
| Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19538 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1651);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5589) scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015  tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Dacrah  (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republk Indonesia Nomor 5674);

Peraturan Pemerintah  Nomor 27 Tahun 2014 lentang
Pengelolasn Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indoncsia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan
Barang Milik Negara/Dacrah Berupa Kendaraan Perorangan
Dinas (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5610);

Peraturan Menteri Dalam Negent Nomor 7 Tahun 2006 lenlang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Dacrah
scbagaimana (clah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 11 Tahun 2007 lentang  Perubahan  Atas
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Peraturan Menteri Dalam Negeri
glandarisasi Sarana dan Prasaran

£. Peraluran Menteri
Pedoman Tck
Negara Republ
Peraturan Da
tentang Penge
Kabupalen Bule

7.

Nomar 7 Tahun 2006 teniang

a Kerja pemerintahan Daerah,

Dalam Negeri Nomor 19 Tuhun 2016 lenlang

nis Pengelolaun Barang Milik Dacrah [Borita
ik Indoncsia Nomor 547 Tahun 2016);

crah Kabupalcn Buleleng Nomer & Tahun 2017
jnlaan Barang Milik Dacrah [Lembaran Dacrith

leng Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

RAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN

Mcnetapkan : PERATU
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

Dalam

1.
2.
3,

11,

12.

13.

BAB |
KETENTUAN uMuUM
Bagian Perlama
Pengertian

Pasal 1
Peraturan Bupali ini yang dimaksud dengan .
pDaerah adalah Kabupalen Buleleng.
Bupati adalah Bupali Buleleng.
sclanjutnya discbul

Dowan Perwakilan Rakyal Dacrah yang
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyal Ducrah Kabupalen

Bulcleng.
gokretaris  Dacrah adalah  Sckrelaris Dacrah Kabupalcn
Bulcleng.

sclonjutnya discbul

kat Dagrah yang

ggiuan Kerja Perang
da pemerintah daerah

SKPD udalah perangkal dacrah pa
selaku ponggund barang.

Unit Pclaksana Tcknis Dinas yang sclanjulnya discbut UPTD
adalah bagian SKPD yang melaksanakan salu alau bobherapa

program SKPD.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang sclanjutnys
discbut APBD adalah Anggaran pendapatan dan  Belanja

Daerah Kabupalcn Bulcleng.
Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut barang adalah
semua barang Yang dibeli atau diperolch atas becban APBD
glau berasal dari perolchan lainnya yang sah.
Pemegang kokuasaan pcngcinluun barong milik dacrah adalah
Bupati,
Pengelola  Barang Milik Dacrah
Penpelola  Barang adalah pojabat
bertanggung jawab melakukan koordinasi
milik daerah.
Pcjabat Penatausahadn Barang adalah kepals SKPD yang
m:lrmpunyui fungsi pengelolann barang milik decrah sclaku
pcjabat pengelola keuangan dacrah.
Pengguna barang adalah pcjubat  pemCRANE kewecrnungan
E:-ﬂnmunuq Fkb;runp; rrt':!Lk ducrah.

rang milik dacrah adalah scmud baran ang di
diperalch atas beban APBI) atau berasal -.'Infi pimﬁha:ﬁ:,l-.:;?;

yang sah.

vang sclanjutnya dischul
yung berwenang dan
pengelolaan barang
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14.

15.

16.

17,

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

286,

27.

28.

Kuasa Pengguna Barang Milik Dacrah sclanjuinya disatiut
sebagal Kuasa Penggune Barang adalah kepela unit kerja alau
pejubat  yang ditunjuk olch Pengguna  Barang untuk
menggunakan  barang  milik dacruh yang  berada dalum
penguassannys dengan scbaik-baiknya.

Pejabat Penatausahsan Pengguna Barang adalah Pejabat yang
melaksanakan fungsi tale usshs barang milik dacrah pada
Pengguna Barang. .
Pengurus Barang Milik Dacrah yang sclanjulnya discbul
Pengurus Barang adalah Pcjabal dan/atau Jubatan Fungsional
Umum yang discrahi Lugas mengurus barang. . .
Pengurus Barang Pengelola adalah pejabel yang discrahl
lugas  mencrima,  menyimpan, mengeluarkan, _dun
menatausahakan barang milik  dacrah pada  Pcjabat
Penatausahaan Barang, .
Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan FungErunal
Umum yang diserahi (ugas menerima, menyimpan,
mengeluarkan, menatausahakan barang milik dacrah pada
Pengguna Barang.

Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang
yang membantu delam penyjapan adminisirasi maupun teknis
penatausahaan barang milik daerah puda Pengelola Barang,
Pembaniu Pengurus Barang Pengguna  adalah  pengurus
barang yang membaniu dalam pcnyiapa!n adminislras
maupun leknis penatausahsan barang milik daerah pada
Pengguna Barang. _ _
Pengurus Barang Pembantu adalah  yang discrahi lugas
menerima, menyimpan, mengeluarkan, menalausahakan dan
mempertanggung jawabkan barang milik dacrah pada Kuasa
Pengguna Barang. .

Penilai adalah  pihak yang melakukan penilaian  secara
independen berdasarkan kompelensi yang ctimi!i]-:in:,_-a.
Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan sualu
opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang  milik
dacrah puda saal terientu.

Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusal dan Penilin
Pemerintah Dacrah.

Pengelolagn Barang Milik Dacrah adalah kescluruhan kegiatan
yang meliputl perencanaan  kebutuhan dan penganggaran,
pengadaan, penggunaan, pemanfaalan, pengamanan  dan
pemeliharaan, penilaian, pemindahlanganan, pemusnahan,
penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan
dan pengendalian,

Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan  merumuskan
rincian kebutuhan  barang  milik  dacrah untuk
menghubungkan pengadean barang yang telah lalu dengun
keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan
lindakan yang akan dalang.

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjulnya
disingkal RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebuluhan
barang milik decrah uniuk periode 1 {salu) lahun,

Penggunasn adalah kegiatan yang dilakukan olch Pengguna
Barang dalam mengelola dan menatsusahakan barang milik
dacrah yang scsusi dengan tuges dan fungsi SKPD yang
bersangkutan.
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29, rfnrnﬂnﬁ!amn adalah pendayagunaan barang milik daerah yang
lidak digunakan unluk penyelenpgaraan lugas dan fungsi
SKPD dan/atau optimalisasi barung milik dacrah dengan tidek
mengubah status kepemilikan,

30. Sews adalah pemanfuatan barung milik dacrah oleh pihak lain
dalam jengka waklu lerientu dan  mencrima imbalan wang

tunai,

31. Pinjam pakei adalah penyerahan penggunaan Barang antara
pemeriniah pusal dan pemerinteh dacrah atau  antar
pemeriniah dacrah dalam jangka wakiu lerleniu  (anpa
mencrima imbalan dan scielah jangka waktu wersebut berakhir
discrahkan kembali kepada Bupeti.

32, Kerja Sama Pemanfaatan yang sclanjutnys disingkat KSP
adalah pendaysgunaan barang milik dacrah olch pihak lain
dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan
pendapatan dacrah atau sumber pembiayaan lainnya.

33. Bangun Cuna Serah yang selanjulnys disingkal BGS adaluh
pemanfaslan barang milik dacrah berupa tanah oich pihak lain
dengan cara mendirikan bangunan dan/falau sarana berikut
fasilitasnya, kemudian didayagunakan olch pihak lain lerscbul
dalam jangks waktu tertentu yang lelah discpakati, untuk
sclanjulnya discrahksn kembali tanah bescria bangunan
dan/atau sarana berikut Tasilitasnya sctelah  berakhirmya
jangka wakLu.

34. Bangun Serah Guna yang selanjulnya disingkal BSG adalah
pemanfaatan barang milik dacrah berups tanah olch pihak lain
dengan cars mendirikan bangunan dun/atau sarana berikul
fasilitasnya, dan scleluh sclesa pembangunannya discrahkon
untuk didayagunakan olch pihak lain terscbut dalam jangka
waktu tertentu yang discpakati.

35. Kerja Sama Penyedisan Infrastruktur  yang  sclanjutnya
disingkal KSPI adalah kerjasama antara pemeriniah dan badan
usaha uniuk kegiatan penyvediaan infrastrukiur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

36, Penanggung Jawab Proyck Kerjasama  yang sclanjutnya
disingkat PJPK adalah Menteri/Kepala Lembaga / Kepals
Dacrah, atau badan usaha milik ncgara/badan usaha milik
dacrah scbagai penyedia atau penyelenggara  infrastruktur
berdasarkan peraluran perundang-undangan,

a7. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang
milik daerah.

38. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik dacrah
kepada pihak lain dengan mencrima penggantian dalam
bentuk uang.

9. Tukar Mcnukar adalabh pengalihan kepemilikan barang  milik
dacrah yang dilakukan antara pemerinieh pusal  dengan
pemerintah daerah, amtar pemerintah daerah, atau anlara
pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima
penggantian ulama dalam bentuk barang, paling sedikil
dengan nilai scimbang,

40, Hibah sdalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah
pusal kepada pemerintsh dacrah, antar pemerintah dacrah,
atau dari pemerintah dacrah kepada pihak lain, tanpa

memperoleh penggantian,
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q1.

42,

43.

44,

45.

46.
47.

48.

49,

Sl

o2,

ll::nrcr{liliu:n Modal Ferln_r:rinmh Dacrah adaluh pengalihan
pemilikan barang milik daerah yang semula merupakan
kekayaun yang liduk dipisahkan menjudi kekayaan yany
dipisahkan untuk diperhitungkan scbagai  modal/saham
dacruh pada badan usaha milik ncgara, badan usaha milik
dacrah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara,
Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau
kegunaan barang milik daerah.

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik dacrah
dari daltar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabal
yang berwenang untuk  membebaskan Pengelola Barang,
Pengguna Barang dan/alau Kuasa Pengguna Barang dari
tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada
dalam penguasaannya.

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi
pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah
sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-undangan.
Inventarisasi adalah kegialan untuk melakukan pendataan,
pencalatan, dan pclaporan hasil pendatasan barang milik

dacrah.
Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan

bukti kepemilikan atas barang milik dacrah.

Daltar barang milik dacrah adalah daltar yang mcemuat data
seluruh barang milik daerah.

Daltar barang pengguna adalah dallar yang memual dala
barang milik dacrah yang digunakan olch masing-masing
Pecngguna Barang.

Dafltar Barang Kuasa Pengguna adalah dallur yang moemual
data barang milik dacrah yang dimiliki olch masing-masing
Kuasa Pengguna Barang.

Rumah Ncgars adalah bangunan yang dimiliki Pemernintah
Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan
sarana pembinaan keluarga serla menunjang pelaksanaan
tugas pcjabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah dacrah
yang bersangkutan.

Pihak lain adalah pihak-pihak sclain Kemenlerian/ Lembags
dan Pemcerintah Dacrah.

Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan dacrah

adalah pembakuan ruang kantor, perlcngkapan kantor, rumah
dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan

slandarisasi.
Standarisasi harga barang adalah penclapan besaran harga

barang scsuail jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu)

periode terlentu,
Pembinaan, pengawasan dan pengendalian adalah kegiatan

atau  tindakan yang bertujuan untuk mewujudkan  Llertib
adminisitrasi pengelolaan barang.
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Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan, Asas Pelaksansan Pengelolaan Barang Milik
Dacruh

Pusal 2

Maksud pengelolsan barang unluk:

#. mengamankan barang,

b. menyeragemkan  langkah-langkah den  tindakan  dalam
pengelolaan barang; dan

¢, memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan barang.

Paszal 3

Pengelolaan barang bertujuan untuk:

#. menunjang  kelancaran pcluksanaan penyelenpraragn
pemerintahan dan pembangunan dacrah;

b. terwujudnys akuntabilitas dalam pengelolaan barang: dan

. lerwujudnya pengelolaan barnng yang tertib, cfektil dan clisien.

Pasal 4

Pengelolann barang dilaksanakan berdesarkan azas [ungsional,
kepastian  hukum, transperansi,  keterbukean,  cfisiensi,
akuntabilitag, dan kcpastian nilai.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupatll meliputi :
pejabal pengelola barang milik dacrah;
perencanaan kebutuhan dun ponganggaran;
pengadagn;
pengEUnaan;
pemanlaatan;
pengamanan dan pemeliharaan;
penilatin;
peminduhtangunun;
pemusnahan;
penghapusan;
penatausahaan;
pembinaan, pengawssan dan pengendalian;

. pengelolaan  barang millkk dacrah pada SKPD yang
menggunakan pola pengelolaan keuangen Badan Layanan
Umum Daerah:

n. barang milik dacrah berupa rumah negara; dan
o, panl rugi dan sanksi.
Barang milik decrah melipuli;
8. barang milik decrah yang dibeli atau diperolch atas boban

APBD; slau
b. barang milik decrah yang berasal duri perolchan lainnya vang

sah.

3TFT IR osanoe
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c. Barang milik daerah dilarang digadaikan/dijaminkan untuk
mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain
scbagai pcmbayaran atas tagihan kepada pemerintah dacrah,

d. Barang milik dacrah tidak dapal disita sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal &

(1) Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban
APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurul a,
dilengkapi dokumen pengadaan.

(2) barang milik dacrah yang becrasal dari perolchan lainnya yang
sah scbagasimana dimaksud dalam Pasal & hurul b,
dilengkapi dokumen perolchan,

{3) Barang milik dacrah scbagaimana dimeksud pada ayat (1)
dan ayat (2) bersifat berwujud maupun tidak berwujud.

Pasal 7

Barang milik dacrah yang berasal dari perolehan lainnya yang

sah, meliput:;

a. barang yang diperolch dari hibah/sumbangan atau yang
segjenis;

b. barang yang diperolch sebagai pelaksanaan  dari

perjanjian/kontrak;

c. barang yang dipcrolch berdasarkan kelentuan peraluran
perundang-undangan,

d. barang yang dipcrolch berdasarkan putusan pengadilan
vang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau

c. barang vyang dipcrolch kembali dari hasil divestasi atas

penyertaan modal pecmerintah dacrah.
Pasal 8

Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hurul a meliputi
hibah/sumbangan atau yang scjenis dari negara/lembapa
internasional scsual peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Barang  yung  dipcroleh schagai pelaksanaan  darni

perjanjian/kontrak scbhagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hurufl

b antara lain berasal dari:

#a. kontrak karya;

b. kontrak bagi hasil;

¢. kontrak kerjasama;

d. perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional; dan

e. kerja sama pemerinliah daerah dengan badan usaha dalam
penyediaan infrastruktur.
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BAB 1
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Bagian Kesalu
Pemegang Kekuasaen Pengelolaan Barang Milik Dacrah
Pasal 11
(1) Bupsali adalah pemegang kekussaan pengelolaan barang milik
daerah.

(2) Pemegang kckuasaan pengelolaan barang milik  daerah
scbagaimana dimaksud pada ayat (]), berwenang dan

bertanggung jawab:
a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
b. menetapkan penggunasan, pemanfaatan, atau

pemindahtanganan barang milik daerah;

menelapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan
barang milik daerah;

d. menctapkan pecjabat yang mengurus dan menyimpan

barang milik dacrah;
mengajukan usul pemindahtanganan barang milik dacrah

vang memerlukan persetujuan DPRD;
menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan

penghapusan barang milik dacrah sesuai  batas
kewenangannya;
lfaatan barang milik dacrah selain

g. menyetujui usul peman

tanah dan/atau bangunan; dan
menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam

bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.

c.

Bagian Kedua
Penpelola Barang
Pasal 12

Sekretaris daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan

bertanggung jawab:

a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik
dacrah;

b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan

pemeliharaan/ perawatin barang milik dacrah;
c. mengajukan usul pemanfaatan dan pernindahtanganan barang

milik dacrah yang memerlukan persetujuan Bupati;
naan, pemanlaatan,

d. mengatur pelaksanaan pen
pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;

. mengatur pelaksanaan pemindahtlanganan barang milik daerah
yang lelah disetujui oleh Bupalti atau DPRD,

[ melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang

milik dacrah; dan )
. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan

barang milik dacrah.
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Bagian Ketiga
Pejubal Penalausahaan Barang
Pasal 13

{1} Kepala SKPD yung mempunyai lungsi pengelolaan barang
milik dacrah selaku Pejabat Penatausahaan Barang Pejabal
Penatausahaan Barang scbagaimana dimaksud pada ayat 1)
diletapkan dengan Keputusan Bupati,

{2) Pejabal Penalausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada
ayal (1}, mempunyai wowenang dan langgungjawab:

8. membanty  meneliti dan memberikan pertimbangan
persctujuan  dalam  penyusunan  rencana  kebutuhan
barang milik dacrah kepada Pengelola Barang:

b. membaniu  meneliti  dan memberikan pertimbangan
perselujuan  dalam  penyusunan rencana kebutuhan
pemcliharaan / perawalan barang milik descruh kepada
Pengelola Barang;

¢, memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas
pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan
barang milik dacrah yang mcmerlukan persotujuan
Bupati;

d. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang
untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanlaatan,
pemusnahan, dan penghapusan barang milik dacrah;

€. mcmberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas
pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah vang
telah disctujui oleh Bupati atau DPRD:

. membantu Pengelola  Barang  dalam pelaksanaan
koordinasi inventarisasi barang milik dacrah:

8- melakukan pencatatan barang milik daerah berupa Lanah
dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna
Barang yang tidak digunakan uniuk kepentingan
penyclenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang Lidak
dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melaluj Pengelola
Barang, scrta barang milik dacrah yang berada pada
Pengelola Barang;

h. mengamankan dan memelihara barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada huruf g;

. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan
pengendalian atas pengelolaan bara ng milik dagrah; dan

j»  menyusun laporan bara ng milik daerah,

Bagian Keempat
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
Pasal |4
(1) Kepala SKPD selaky Pengeuna Barang,
(2) Pengguna Barang schbagsimana dimaksud pada ayat (1)
ditctapkan dengan Keputusan Bupati.

(3} Pengguna Barang scbapaimana dimaksud pada ayat (1),
berwenang dan bertanggung jawab:
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a. mengajukan rencana kebuluhan dan penganggaran
barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;
b. mengajukan permohonan penetapan stalus penggunaan
barang yang diperolch dari beban APBD dan perolchan
lainnya yang sah;
melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik
dacrah yang berada dalam penguasaannya;
d. menggunakan barang milik dacrah yang berada dalam
penguasasnnya uniuk kepentingan penyelenggaraan
tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
mengamankan dan memelihara barang milik dacrah yang
berade dalam penguasaannys;
. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan
barang milik dacrah berupa tanah dan/atau bangunan
yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang
milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
menyerahkan barang milik daerah berupa tanah
dan/etau bangunan yang lidak digunakan untuk
kepentingan penyclenggaraan lugas dan fungsi SKFPD
yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak
lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang,
mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang
milik dacrah;
i, melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam

penguasaannys; dan
menyusun dan menyampaikan laporan barang PCrnggLna

i
semesteran dan laporan barang pengguna lahunan yang
berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pasal 15

(1) Pengguna Barang dapat melimpahkan scbagian keowenangan
dan langgung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang.

(2) Pelimpahan sebagian WewWenang dan tanggungjawab kepada
Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.

{3) Penetapan kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang
dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang
kendali dan pertimbangan objektil lainnya.

Bagian Kclima
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

Pasal 16

{1) Pengguna Barang dibantu olch Pejabat Penatausahaan

Pengguna Barang.
(2) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditctapkan olech Bupati [/ atas usul

Pengguna Barang.
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(3) Pejabal Penatausahaan Penpguna Barang  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yaitu pejabat yang membidangi fungsi
pengelolaan barang milik dacrah pada Pengguna Barang.

[4) Pejabat Penatausahaan Pengguns Barung  sebagaimana
dimaksud pada ayul (2] berwenang dan bertanggung jawab:

a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang
milik daerah pada Pengguna Barang;

b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan
barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan
lainnya yang sah;

c. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik dacrah
yang dilaksanakan olch Pengurus Barang dan/atau
Pengurus Barang Pembantu;

d. menyusun  pengajuan  usulan  pemanfaatan  dan
pemindahtanganan barang milik dacrah berupa tanah
dan/atau bangunan yang lidek memeriukan persetujuan
DPRD dan barang milik daerah selzin tanah dan/atau
bangunan;

e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah
berupa tanah dan/stau bangunan yang tidak digunakan
untuk kecpentingan penyelenggarasn  tugas dan  fungsi
Pengguna Barang dan scdang tidak dimanfaatkan olch
pihak lain;

. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang
milik daerah;

g menclili laporan barang scmesteran dan tahunan yang
dileksanakan olch Pengurus Berang danfalau Pengurus
Barang Pembantu;

h. memberikan persctujuan atas Surat Permintaan Barang
(SPB) dengan mencrbitkan Surat Perintah Penyaluran
Barang [SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah
dari gudang penyimpanan;

I. meneliti dan memverilikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR)
scliap scmesicr dan scliap lahun;

j. melakukan  verifikasi  sebagai dasar meomberikan
persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik
dacrah; dan

k. mencliti  laporan mutasi barung setiap bulan  yang
disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau

Pengurus Barang Pembaniu.

Bagian Kcenam
Pengurus Barang Pengelola
Pasal 17

(1} Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Bupati atas usul
Pejabal Penatausahaan Barang,

(2) Pengurus Barang Pengulola sebagaimana dimaksud pada ayal
{1} udniu‘hl pejabal yang membidangi fungsi pengelolaan
barang milik dacrah pada Pcjabat Penatausahaan Barang,

(3] Pengurus Barang Pengelola sebapaimana dimaksud pada ayat
(1) berwenang dan bertanggungjawab:
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a. m:mh&ll'niu menelili dan menyiapkan bahan pertimbangan
ﬁrml_wumj dalam penyusunan  rencana  kebuluhan
Ba::.?,i milik dacrah kepada Pejabal  Penataussheun

b. membantu mencliti dan menyiapkan bahan pertimbangan
persctujuan  dalam  penyusunan  rencana  kebutuhan
pemeliharaan/perawatan  barang milik  daerah kepuda
Pejabat Penatausahaan Barang;

c. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan
p:n‘rmdfthtanganan barang milik daerah yang memerlukan
persetujuan Bupati ;

d. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaalan,
pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang,
scbagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan
Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan,
pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang
milik daerah;

e. menyiapkan bahan pencatalan barang milik daerah berupa
tanah dan/atau bangunan yang telah discrahkan darn
Pengguna Barang yang Lldak digunakan untuk
kepentingan penyclenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan
sedang tidak dimanfeatkan pihak lain kepada Bupati
melalui Pengelola Barang;

[. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik
daerah;

g menyimpan  salinan  dokumen
Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;

h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan
barang milik dacrah; dan

i. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna
scrmesteran dan tahunan scria Laporan Barang Pengelola
sebagai bahan penyusunan Laporan barang milik daerah.

Pengurus Barang Pengelola secara administratil dan secara

fungsionai berlanggung jawab atas pelaksanaan (ugasnys

kepade Pengelola Barang mclalui Pejabal Penatausahaan

Laporan  Barang

(4]

Barang. _ _ .
Dalam hal melaksanakan tugas dan Jungsi administrasi

Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu
Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat
Penatausahaan Barang.

Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan
perdagangan, pekerjaan pr:mh-nrqngan dnnlp:::_-ujualan jasa
atau bertindak sebagai penjamin alas
kegiatan/pekerjaan/penjualan  lerscbul  yang anggarannya

dibebankan pada APBD.

()

Bagian Kelujuh
Pengurus Barang Pengguna
Pasal 18

(1] Pengurus Barang Penggunea ditctapkan oleh Bupati atas usul
Pengguna Barang.
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2
(2 Pengurus Barang  Pengguna sebagaimana dimaksud pada
ayal (1), berwenang dan bertanggungjawab:
8. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan
penganggaran barang milik daerah;
b. menyiapkan UEU'““qunnuhunan penctapan  status
penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban
APBD dan perolehan lainnya yang sah;
¢. melaksanakan pencalatan dan inventarisasi barang milik
daerah;

membantu mengamankan barang milik daerah van

bcrad_n pada Pengguna Barang; 0%

¢. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik dacrah berupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak memerluken persctujuan
DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan;

[. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah
berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan  fungsi
Pengguna Barang dan sedang tdak dimanfaatkan pihak
lain;

menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan

penghapusan barang milik daerah;

h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan
nota permintaan barang;

j. mengajukan Surat Permintean Barung (SPB)
Pcjabat Penatausahaan Barang Pengguna;

k. menyerahkan barang berdasarkan Sural Perintah
Pcnyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita

acara penyerashan barang;
membuatl Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan

tahunan;

memberi label barang milik daerah;

n. mengejukan permohonan persetujuan kepada Pejabal
Pengtausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi
fisik barang milik dacrah berdasarkan pengecekan fisik

e

kepada

barang;
melakukan stock opname barang persediaan;

p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopifsalinan
dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan
asli/lotokopi/salingn dokumen penatausahaan;

g. melakukan rckonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan
barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah;
dan

r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang
disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna
Barang secielah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan
Pengguna Barang.

{3) Pengurus Barang Pengguna scbagaimana dimaksud pada ayat
(2] secara administratil bertanggung jawab kepada Pengguna
Barang dan sccara fungsional bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang mclalu

Pejabat Penatausahaan Barang,
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(4) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi
Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembaniu
Pengurus Barang Pengguna yang ditctapkan oleh Pengguna
Barang.

(5] Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan
perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau
bertindak scbhagai penjamin utas
kegialan/pekerjaan/penjualan  lersebul yang anggarannya
dibebankan pada APBD.

Bagian Kedelapan
Pengurus Barang Pembantu
Pasal 19

(1) Bupali menetapkan Pengurus Barang Pembantu atas usul
Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.

(2) Pembentukan Pengurus Barang  Pembantu sebagaimand
dimaksud pada ayal (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan
jumlah barang yang dikclola, beban kerja, lokasi, kompetensi
dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektil lainnya.

|3) Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayal
{1) berwenang dan bertanggungjawab:

a, menyiapkan  dokumen  rencana  kebuluhan dan
penganggaran barang milik dacrah;

b. menyiapkan usulan permohonan  penelapan  sialus
penggunaan barang milik dacrah yang diperaleh dari beban

APBD dan perolehan lainnya yang sah; .
melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik

-3
dacrah; ]

d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada
pada Kuasa Pengguna Barang;

e, menylapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan

pemindahtanganan barang milik daerash berupa tanah
dan/atau bangunan yang ldak memerlukan persctujuan
DPRD dan barang milik dacrah sclain tanah dan/atau
bangunan;

[. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah
berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan

untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan lungsi Kuasa
Pengguna Barang den sedang tidak dimanfaatkan pihak

lain;
menylapkan dokumen pengejuan usulan pemusnahan dan

penghapusan barang milik daerah;
h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPE) berdasarkan

nota permintaan barang;
j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa

Pengguna Barang;
k. menycrahkan barang berdasarkan Surat  Perintah

Penyaluran Barang (SPPB| yang dituangkan dalam berita

acara penyerahan barang;
. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR] semestcran dan

tahunan;
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memberi label barang milik daerah;

L mEngajuknn pf:rmﬂhﬂl'lﬂﬂ pﬂractujuﬁn kgpadg P':jabal
Penatlsusahaean PGHEE'LIHH E'-ETEI'IE melalui Kuasa F'Engguna
Barang atas perubshan kondisi fisik barang milik dacrah
pengecckan fisik barang;

0. melakukan stock opname barang persediaan:

p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/ salinan
dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan
asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan:

g. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan
barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik
daerah; dan

r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang

disampaikan pada Pengguna Barang — melalui Kuasa

Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan

Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

a8

Pasal 20

Contoh format kelengkapan Tala cara pelaksanaan pengelolaan
barang milik daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan pencmpatannya dalam Benta Daerah

Kabupaten Buleleng.

Dilclapkan di Singaraja
pada tanggal 23 Nopember 2017
I RULELENG,

JUS SURADNYANA &_

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal, 23 Nopember 2017
ETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENCG,

DEWA PUSPAKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017 NOMOR

Kopala Bagian Hukum

A
U GEDE BERATA SH. Ei :

BAG
718 190503 1 01

MIP, 19620
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